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BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DAN REKOMENDASI
PENETAPAN PERATURAN DESA CANGKUANG KULON KECAMATAN DAYEUHKOLOT

TENTANG
PERATURAN DESA CANGKUANG KULON NOMOR 03 TAHUN 2026 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDes) TAHUN 2026

Pada hari ini ..MV tanggal ..\%..... Bulan ™. Tahun
....... O s bertempat di Kantor Kecamatan Dayeuhkolot, kami Tim Verifikasi telah
meneliti kelengkapan dokumen Peraturan Desa Cangkuang Kulon Nomor 03 Tahun 2026
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa(APBDes) Tahun 2026 dengan hasil
sebagai berikut :
' NO | JENIS DOKUMEN | ADA TIDAK | KET
1. | Peraturan Desa Cangkuang Kulon
Nomor 03 Tahun 2026 tentang Perubahan |
Anggaran Pendapatan Belanja Desa
(APBDes) Tahun 2026; 4
2. | Keputusan BPD tentang Perubahan \/
Anggaran Pendapatan Belanja Desa
[APBDes) Tahun 2026;

3. | Berita acara musyawarah BPD Cangkuang \/

Kulon mengenai pembahasan Peraturan
Desa Cangkuang Kulon Nomor 03 Tahun
2026  tentang Perubahan  Anggaran
Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun
2026 menjadi Peraturan Desa;

4. | Rislah rapat BPD mengenai pembéhaéﬁﬁ

Peraturan Desa Cangkuang Kulon Nomor
03 Tahun 2026 tentang Perubahan \/

Anggaran Pendapatan Belanja Desa
(APBDes) Tahun 2026 menjadi Peraturan
Desa menjadi Peraturan Desa

Demikian berita acara ini dibuat sebagai bahan rekomendasi dan pertimbangan
untuk diundangkannya Peraturan Desa dimaksud.

TIM VERIFIKASI TINGKAT KECAMATAN
Ketua :

Sekretaris

Mengetahui,
CAMAT DAYEUHKOLOT
Penanggung jawab Tim

. ASEP YADI, M.K.P
NIP. 19730804 199202 1 001




KEPALA DESA CANGKUANG KULON
KABUPATEN BANDUNG

PERATURAN DESA CANGKUANG KULON
NOMOR 03 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CANGKUANG KULON

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian rencana kegiatan
dan penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA} Tahun
Anggaran sebelumnya, perlu melakukan Perubszhan APBDesa;

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun
Anggaran 2026;

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5495);

¢. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa perubahan dari
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5495};

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun
2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014
tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6321);

e. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5864);

L




Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111
Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indﬂnesxa
Tahun 2018 Nomor 611});

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang
Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indenesia Nomor 110
Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang
Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan
Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20
15 Nomor 159);

. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 |(Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);

. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 11};

. Peraturan Bupati Bandung Nomor 79 Tahun 2018 tentang Daftar
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2018 Nomor 79);

. Peraturan Bupati Bandung Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pedoman
Teknis dan Mekanisme Penyusunan Peraturan di Desa (Berita
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 80):

. Peraturan Bupati Bandung Nomor 74 Tahun 2019 tentang
Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting (Berita
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 74);

. Peraturan Bupati Bandung Nomor 95 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018

Nomor 95);

Peraturan Desa Cangkuang Kulon Nomor 05 Tahun 2024 tentang
Kewenangan Berdasarkan Hal Asal Usul dan Kewenangan Lokal
Berskala Desa (Lembaran Desa Cangkuang Kulon Tahun 2024
Nomor 05);

. Peraturan Desa Cangkuang Kulon Nomor 03 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Cangkuang Kulon
Tahun 2025 (Lembaran Desa Cangkuang Kulon Tahun 2025 Nomor

03);




t. Peraturan Desa Cangkuang Kulom Nomor 02 Tahun 2026 tentang
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Cangkuang Kulon

Tahun 2026 (Lembaran Desa Cangkuang Kulon Tahun 2026 Nomor
02);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CANGKUANG KULON
dan
KEPALA DESA CANGKUANG KULON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CANGKUANG KULON
TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah;

3. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Bupati adalah Bupati Bandung;

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten
Bandung;

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah
yvang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati
dalam sistemn Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah
Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintahan Desa;

9. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang
terdiri dari Sekretaris Desa (Kaur Keuangan dan Kaur Umum) dan pelaksana
teknis lapangan (Kepala Seksi Trantib, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala
Seksi Ekonomi, Kepala Seksi Kesra dan Kepala Seksi Pembangunan) serta
unsur kewilayahan (Kepala Dusun);




10.
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25.

Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa
dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta
pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;

Badan Permusyawaratan Desa, adalah lembaga yang merupakan perwujudan
demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa;

Lembaga Kemasyarakatan, atau yang disebut dengan nama lain adalah
lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan
merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat seperti
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka
penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan
kewajiban desa;

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban
dan pengawasan keuangan desa;

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut
PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk
melaksanakan pengelolaan keuangan desa;

Kaur Keuangan adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, manatausahakan, membayarkan dan
mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan
AFPBDesa;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan
Peraturan Desa;

Alokasi Dana Perimbangan Desa adalah dana yang dialokasikan oleh
Pemerintah Kabupaten untuk desa yang bersumber dari bagian dana
penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan keuangan
pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi belanja
pegawai;

Penerimaan Desa adalah semua penerimaan Kas Desa dalam periode tahun
anggaran tertentu;

Pengeluaran Desa adalah semua pengeluaran Kas Desa dalam periode tahun
anggaran tertentu;

Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Kas Desa dalam periode tahun
anggaran tertentu;

Belanja Desa adalah semua pengeluaran Kas Desa dalam periode tahun
anggaran tertentu;

Pembiayaan adalah transaksi keuangan desa yang dimaksudkan untuk
menutup selisih antara pendapatan dan belanja desa;

Sisa lebih perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun lalu
adalah selisih lebih realisasi pendapatan desa terhadap realisasi belanja desa
dan merupakan komponen pembiayaan;

Peraturan Desa adalah peraturan di desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa
setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.




BAB II
STRUKTUR PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cangkuang Kulon Tahun
Anggaran 2026 sebagai berikut :

1. Pendapatan KEp. 2.143.925.700,-
a. Belanja

a. Belanja Pegawai Rp. 562.540.200,-
Bertambah Rp. 593.360.700,-
b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.440.402.700,-
Bertambah Rp. 1.485.134.050,-
c. Belanja Modal Rp. 222.944.400,-
Berkurang Rn. 130.288.150,-
d. Belanja Tidak Terduga Ep. 73.300.000,-
2. Jumlah Belanja Rp. 2.299.187.300,-
Berkurang Ep. 2.282.082.900,-

3. Pembiayaan Desa (Silpa)
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 178.157.200,-
b. Pengeluaran Pembiayaan : Rp. 178.157.200,-

Selisih Pembiayaan (a-b) Rp. 0,-




Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud Pasal 2, tercantum dalam lampiran Perturan Desa
ini berupa rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan atau Keputusan
Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap
orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini
dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Pasal 6

dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran
APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 8

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Cangkuang Kulon.

Ditetapkan di Cangkuang Kulon
pada tanggal 19 Mei 2026

Diundangkan di Cangkuang Kulo
pada tanggal 19 Mei 2026
SEKRETARIS DESA-CANGKUANG KULON,

LEMBARAN DESA CANGKUANG KULON TAHUN 2026 NOMOR ... TAHUN 2026




BADAN PERMUSYAWATAN DESA (BPD)
DESA CANGKUANG KULON

Kompleks Cibogo Indah No. 42 Telp. (022) 5430107 Kode Pos 40239 Bandung
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CANGKUANG KULON
NOMOR 03 TAHUN 2026

TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
DESA CANGKUANG KULON
TAHUN 2026

Menimbang : 1. bahwa sehubungan dengan adanya hasil
Musyawarah Desa tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Desa
Cangkuang Kulon Tahun 2026, perlu menyusun
Persetujuan terhadap Peraturan Desa Cangkuang
Kulon tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Desa (APBDes) 2026:

2. bahwa untuk keperluan tersebut pada huruf a
perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan
Permusyawaratan Desa.

Mengingat : 1. Undang undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

2. Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah;

4, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
pelaksanaan Undang undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN
MENETAPKAN :
PERTAMA : Menyetujui Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa
(APBDes) Desa Cangkuang Kulon Tahun 2026;
KEDUA - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Cangkuang Kulon
Pada tanggal : 06 Mei 2026

DESA CANGKUANG KULON

BADAN P;RﬁUSYAWARhT
=J'I_';- rl -

s




PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN DAYEUHKOLOT

DESA CANGKUANG KULON

Komp. Cibogo Indah No. 42 Telp. (022) 5430107 Bandung 40239

Wy T

BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA CANGKUANG KULON
KECAMATAN DAYEUHKOLOT KABUPATEN BANDUNG

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDes)
DESA CANGKUANG KULON TAHUN 2026

Pada hari ini Rabu tanggal Enam Bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, kami yang bertanda
tangan dibawah ini :

1 ACEP KOSWARA : Kepala Desa Cangkuang Kulon, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa
Cangkuang Kulon selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2 YASIN JAENUDIN, 5.So0s : Ketua BPD Desa Cangkuang Kulon
DINDIN AMINUDIN, S.Ag Wakil Ketua BPD Desa Cangkuang Kulon dalam
hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan

Permusyawatan Desa (BPD) Desa Cangkuang
Kulon selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Peraturan Desa tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2026;
yvang diajukan PIHAK KESATU:

2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2026 sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2026 Desa menjadi Peraturan Desa apabila
semua proses telah selesai:

4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Dayeuhkolot untuk mendapatkan
evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda tangannya Berita
Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

ang Kulon, 06 Mei 2026
a Cangkuang Kulon

WL, '
| \
WhF o

\,
YASIN JAENUDIN, S.Sos

DINDIN AMINUDIN,S.Ag




PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN DAYEUHKOLOT

DESA CANGKUANG KULON

Komp. Cibogo Indah No. 42 Telp. (022) 5430107 Bandung 40239

NOTULEN
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG
PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA DESA TAHUN 2026

Hari/Tanggal : Rabu, 06 Mei 2026

Waktu : Pukul 09:00 s/d Selesai

Tempat : Kantor BPD Cangkuang Kulon

Kehadiran : Laki-Laki :........... Orang
Perempuan : ... Orang

Susunan Acara : 1. Pembukaan

2. Sambutan Ketua BPD
3. Sambutan Kepala Desa Cangkuang Kulon
4. Musyawarah Penyepakatan Rancangan Perdes
Perubahan APBDes Desa 2026
5. Penutup
Pimpinan Rapat : YASIN JAENUDIN, S.Sos
Uraian Jalannya Rapat :
1. Pembukaan
2. Sambutan Ketua BPD (Yasin Jaenudin,S.Sos)
-Pembangunan di Desa harus kita tingkatkan semaksimal mungkin;
-Transparansi Kegiatan kepada BPD dan Masyarakat;
-Libatkan Masyarakat dalam hal Pembangunan di Desa;
3. Sambutan Kepala Desa ( Acep Koswara,)
-Selalu jaga kekompakan kita selaku Pemerintahan Desa Cangkuang Kulon;
-Setiap permasalahan sekecil apapun mari kita pecahkan bersama;
-Setiap kegiatan yang ada di dokumen Perubahan APBDes harus terserap
semua Kegiatannya;
-Apabila ada tambahan atau perubahan kegiatan mohon dikoordinasikan
Kepada kami Pemerintah Desa;
4. Musyawarah Penyepakatan Perubahan APBDes
-Pemaparan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2026
-Penyepakatan Rancangan Peraturan Perubahan APBDes menjadi
Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa
Cangkuang Kulon Tahun 2026;
5. Penutup/do’a.
6. Hasil Rapat : Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes
Tahun 2026 Menjadi Peraturan Desa (Perdes APBDes ) Tahun 2026

Kesimpulan dan Kesepakatan Rapat :
- Akan melibatkan partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan

Desa demi tercapainya kesejahteraan Bersama;

- Tranparansi Kegiatan yang tertuang dalam Perubahan APBDes Tahun 2026
akan dilakukan sebagai kontrol Bersama

- Koordinasi dan jalinan Kerjasama antara Pemerintah Desa dan BPD;

- Sepakat dengan Perubahan APBDes Tahun 2026;

Cangkuang Kulon, 06 Mei 2026
Sekrgtaris Rapat,

—

TRISNA




Sidang /Rapat
Hari/tanggal

Waktu

Dimulai rapat/sidang
Acara

Season [

Season [1

Pimpinan Sidang Rapat
Sekretaris

Pencatat

Peserta sidang rapat

Kata Pembukaan

Pembahasan

Kesimpulan

NOTULEN / RISALAH RAPAT

: Pembahasan Perubahan APBDES Nomor 03 Tahun 2026 Tahun

Anggaran 2026

: Rabu , 0 6 Mei 2026

:09.00 WIB

: 09.00 s/d Selesai

: Pembahasan Perubahan APBDES Nomor 03 Tahun 2026 Tahun

Anggaran 2026

Pembukaan

Sambutan Ketua BPD
Sambutan Kepala Desa
Doa

Pembahasan
Kesimpulan
Tutup

1.

.5

3.

4.
: 1. Penjelasan Tata tertib Sidang
2,

3

4.

: Ketua BPD

: Wakil Ketua

: Sekretaris

: 1. Unsur Pemerintah Desa

2. Unsur Anggota BPD

: Ucapan terima kasih pada peserta yang hadir

: 1. Dalam tahapan rapat / sidang BPD tentang pembahasan Perubahan

APBDESA sebelumnya harus meninjau / mengevaluasi kegiatan-
kegiatan pelaksanaan APBDES tahun sebelumnya.

2. Dalam Perubahan APBDES tahun anggaran 2026 harus mangacu
pada Peraturan/Perundang-undangan yang berlaku khususnya
ditahun yang bersangkutan

3. Setelah melihat mengoreksi, isi Perubahan APBDES tahun
anggaran 2026 yang isinya antara lain kegiatan pembangunan
sekitar 60 %, pelayanan publik 40%

: Dapat disimpulkan bahwa Perubahan APBDES Tahun anggaran 2026

dapat diterima dan akan dikeluarkan nota persetujuan/pengesahannya
untuk dijadikan bahan evaluasi/tindak lanjut ditingkat kecamatan dan
DPMD Kabupaten Bandung dalam penunjang persyaratan pembuatan
Proposal oleh Pemerintah Desa.
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PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR 04 TAHUN 2026

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
BELANJA DESA

(APBDes) TAHUN ANGGARAN 2026

il | .
HEPEH RAPIH KERTA HAHAHJA

DESA CANGKUANG KULON
KECAMATAN DAYEUHKOLOT KABUPATEN BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT




Menimbang

Mengingat

KEPALA DESA CANGKUANG KULON
KABUPATEN BANDUNG

PERATURAN KEPALA DESA CANGKUANG KULON
NOMOR 04 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA
(APBDes) TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DESA CANGKUANG KULON

:a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Tentang Pengeiolaan Keuangan Desa,
dan peraturan menteri Dalam Negeri Kepala Desa menetapkan Peraturan
Kepala Desa Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa Peraturan kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa, sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah

dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

¢. bahwa berdasarkan perfimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Tentang Perubahan
Penjabaran Anggaran Pendapatan Desa Cangkuang Kulon Perubahan Tahun

Anggaran 2026;

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 fentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otenom (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015 fentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 fentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558);




10.

11

12

13

16

17.

18.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007
tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa Desa ( Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomar 4);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ( Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Meneteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 2093);

Peraturan Menteri Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018
Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1012);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan
Pengawasan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 73);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pedoman Kewenangan
Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan
Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 158);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pendampingan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 160);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan
Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 161);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa(Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);




19.

21.

22,

24

22

23

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas
Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 1000);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian
Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun
Anggaran 2025. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat 2013-2025;

Peraturan Gubernur Jawz Barat Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Pedoman
Pemberian Bantuan Kepada Daerah Kabupaten/Kota dan Desa di Provinsi Jawa
Barat Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomeor 96 Seri
A);

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 03 Tahun 2017 Tentang
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 08 Tahun 2019 Tentang
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Pengelolaan Aset Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 Tentang
Keuangan Desa;

Peraturan Bupati Bandung Nomor 40 Tahun 2025 tertang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Bupati Nomor 278 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan
Alokasi Dana Desa Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung;

Peraturan Bupati Nomor ~ Tahun 2026 tentang Pedoman Pengelolaan Dana
Desa di Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2022 Nomor 330);

Peraturan Bupati Bandung Nomor 900.1.12.1/KEP.779-DPMD/2025 Tahun 2026
tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Bunga Desa di
Kabupaten Bandung;

Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2026 Tentang Perubahan RPJMDes Tahun
2026-2027

Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2020 Tentang SOTK Pemerintah Desa
Cangkuang Kulon (Lembar Desa Cangkuang Kulon Tzhun 2020 Nomor 01);

Peraturan Desa Cangkuang Kulon Nomor 02 Tahun 2026 Tentang Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Desa Cangkuang Kulon Tahun 2026.

Peraturan Desa Cangkuang Kulon Nomor 03 Tahun 2026 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan Belanja Desa 2026.




Memutuskan

PERATURAN KEPALA DESA CANGKUANG KULON TENTANG

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN
BELANJA TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

PENDAPATAN DAN

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 dengan rincian

sebagai berikut:
1. Pendapatan

11

1.2

1.3

Pendapatan Asli Desa
a. Semula

b. Bertambah/ Berkurang
Jumlah setelah Transfer Perubahan

Transfer
a. Semula

b. Bertambah/ Berkurang
Jumlah setelah Transfer Perubahan

Lain-lain Pendapatan yang sah

a. Semula

b. Bertambah/ Berkurang

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan

Jumlah Pendapatan

2. Belanja Desa

2.1

22

23

24

2.9

Jumlah Belanja
Surplus/Befisit

3. Pembiayaan

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
a. Semula

b. Berlambah/ Berkurang

Jumlah setelah Perubahan

Bidang Pelaksanaan Pembangunan
a. Semula

b. Bertambah/ Berkurang

Jumlah setelah Perubahan

Bidang Pembinaan Masyarakat:
a. Semula

b. Berambah/ Berkurang
Jumlah setelah Perubahan

Bidang Pemberdayaan Masyarkat :
a. Semula

b. Bertambah/ Berkurang
Jumiah setelah Perubahan

Bidang Penanggulangan Bencana,Darurat,
Dan Mendesak Desa:

a. Semula

b. Bertambah/ Berkurang

Jumlah setelah Perubahan

0.-
0,-
0-

2.143.925.700 -
0-
0-

2.143.925.700,-

1.558.030.900, -
21.129.600, -
1.536.501.300 -

299.532.400,-
107.181.450 -
406.713.850,-

196.024.000,-
10.500.000,-
185.524.000,-

183.500.000,-
92.656.250 -
90.843.750,-

62.100.000.-
0-

0,
2.143.925.700,

0-




3.1 Penerimaan Pembiayaan/Silpa Tahun

sebelumnya

a. Semula Rp. 178.157.200,-

b. Bertambah/ Berkurang Rp. 0.-

Jumiah setelah Perubahan Rp. 0,-

. B Pengeluaran Pembiayaan/Silpa Tahun

Sebelumnya

a. Semula Rp. 22.895.600 -

b. Bertambah/ Berkurang Rp. 17.104.400,-

Jumlah setelah Perubahan Rp. 40.000.000,
Sisa lebih/Kurang setelah Perubahan Rp. 0,-
Sisa lebih/Kurang Perhitungan Anggaran setelah Perubahan Rp. 0.-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan Bagian tak terpisahkan dari
peraturan Kepala Desa ini

Pasal 3

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam
Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang
disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan
Peraturan Desa ini.

Pasal 6

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam
Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (CPPA) yang
disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Ditetapkan di : CANGKUANG KULON
ada tanggal : 06 Mei 2026
N

Diundangkan di : CANGKUANG KULON
Pada tanggal  : 06 Mei2
SEKRETARIS DESA C

LEMBARAN DESA CANGKUANG KULON TAHUN 2026 NOMOR




PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

LEMBAR EVALUASI APB DESA

TAHUMN ANGGARAMN 2026
KABUPATENMKOTA @ KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN ¢ KECAMATAN DAYEUHKOLOT
DESA PEMERINTAH DESA CANGKUANG KULON
Kesesualan
Mo, Aspek dan Komponen Alat Varifikasi Katarangan
Ya Tidak
[ Aspek Administrasi dan Lagalitas
14 Apakah Semua Dokumen evaluasi felah diterima darl Desa @ O Caklist kelengkapan dokumen
secara lengkap
1.2, Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang AFPBDesa atau m :D Keputusan hasil Musyawarah BPD | Berdasarkan aturan, 3 hari sefelah disepakati
Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa dilakukan tapat Pembahasan dan Penyepakatan Perdes| bersama Perdes lentang APBDasa/Perdes tantang
waktu tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat | Perubahan APBDesa harus diajukan kepada
{anggal kepulusan) Bupatin¥alikota atau Camat untuk dievaluasi.
1.3, Apakah BPD telah menyepakali Rancangan Perdes tentang [j Ol Keputusan hasil Musyawarah BPD | Berdasarkan Permendagr mengenal BPD
APBDesa/Rancangan Perdes Perubahan APBDesa Pembahasan dan Penyopakatan Perdes
tentang APBDesaPerubaban APBDesa (likiat
Berita Acara Hasil Musyawarah)

Kesimpulan Aspek Administrasi dan Legalitas :

Halaman 1




Kesesuaian

No. Aspek dan Komponen Alat Verifikasi Keterangan
Ya Tidak
2. Aszpok Kebljakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDasa
21. Umum
21.1. Apakah rancangan Perdes tentang APBDesa/Perubahan Ej O RKP Desa atau RKPDesa Perubahan tahun
APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa’ RKPDesa Perubahan barkenaan,
Iahun berkenaan.
Fi
212, Apakah penempatan pos Pendapatan lelah sesuai dengan |1_’] O
peraturan pearundang-undangan.
2.2 Pendapatan
221, Apakah eslimasi pendapatan rasional dan realistis. m’ O
J
222 Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari m D Perdes terkail PADesa (misal Perdes tentang
Pendapatan Asll Desa raslonal dan realistis, serla didapatkan Pungutan dil}
secara legal dan telah diatur dalam Peraluran Desa.
223 Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari Dana E‘ D Perbup/Persnali tentang penelapan alokasl
Transfer rasional dan realistis, dana Transfer ke desa misalnya ADD, Dana
Dresa dil.
2.3. Belanja
'
23.1. Apakah penempalan pos Belanja lelsh sesuai  peraluran E D
perundang-undangan yang berlaku,
i
232 Apakah semua kegiatan Belanja Desa lelah sesual dengan [j' | Perbup/Perwali tentang Daftar Inventarisasi

Kewenangan Desa.

Kewenangan Desa

Halaman 2




Kesesuaian

Mo Aspek dan Komponen Alat Verifikasi Keterangan
'r-__ Tidal&

233, Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) M | &
tahun anggaran (mullyears).

2.3.4, Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa paling E D
banyak 30% dipergunakan unluk: 1. Siltap dan tujangan Kades
dan perangkat Desa; 2. Operasional Pemerintahan Desa;

3. Tunjangan dan Operasional BPD; 4, Insentif RTIRW. ;

235 Sitap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan @ O Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup
Perangkal Desa sesual yang ditetapkan dalam Peraturan tentang penetapan SiHap Kepala Desa dan
Bupatialikota. Perangkal Desa.

2.3.6. Besaran Tunjangan dan Opesasional untuk Anggeta BPD, sera m“ |:| Peraturan Bupali tentang ADD atau Perbup
insentif RT/RW dianggarkan Sesuai yang diletapkan dalam tentang penetapan Sitap Kepala Desa dan
Paraturan BupatitWalikata Perangkat Desa.

|

24T Alokasi belanja dengan cutput yang akan dihasilkan logis karena ﬁ D Standar harga vyang dilelapkan oleh
telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan gecgrafis Kabupaten/Kola.
(standar harga).

2.4, Pembiayaan },

241, Apakah penempatan pos pembiaysan telah sesuai dengan H D
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

/ .

242, Apakah ada pos pengeluaran pembiaysan unluk pembentukan ﬁ Ej
Dana Cadangan.

243 Apakah pembentukan Dana Cadangan telah ditelapkan dalam [i Peraturan Desa tentang Dana Cadangan

Paraturan Desa.

Halaman 3




Alat Verifikasi

Keterangan

No. Aspek dan Komponen
Ya Tidak
244 Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan uniuk penvertaan H |:]
medal pada BUMDeza
i/
24.5. Apakah penyertaan modal pada BUMDesa telah sesuai dengan E’ (| Peraturan Desa fentang Pembeniukan
peraturan perundang-undangan dan diletapkan melalui Peraturan BUMDesa dan hasil analisa kelayakan usaha.
Desa dan memenuhi nilal kelayakan usaha.
i
248 Pada evaluasi Perubahan APBDesa, pada pos paenarimaan E D
pembiayaan terdapat Silpa tahun anggaran sebelumnya.
i
247, Pada evaluasi Perubahan APBDesa, apakah SilPA tahun [ﬁ D

sebalumnya lelah digunakan saluruhnya.

Kesimpulan Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDasa ¢

Evaluasi dilakukan 1anggal | ........cccmmerresrrraseens
Hasil Evaluasi : [ ] Diteruskan untuk Disetujul BupatiiWalikata

D Dikarmbalikan wntuk Diperbaiki Dasa

Kealua Tim Evaluasi ,

voma AR GudtaIAt oY

MIF
Jabatan

Halaman 4




LAMPIRAM

PERATURAM DESA CANGHKUANG KULON
MOMOR

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA CANGKUANG KULON
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : DRAFT AWAL
RE*:{EE}?'IIENG URAIAN "“‘-’Eﬁ;:"‘;m SUMBERDANA
1 2 3 4 5
4. PENDAPATAN
4.2, Pendapatan Transfer 2.142.925.700,00
4.3 Pendapatan Lain-lain 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.143.925.700,00
5. BELANJA
1 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 1.558.030.900.00
1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional 1.464.850.400,00
Pemerintahan Desa
1.1.01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 54.000.00000 | ADD, PEH, PEP
1.1.01 | 51 Belanja Pegawai 20.000.0C00,00
1101 | 52 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00
1.1.02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 445.401.000,00 | ADD, PBH, PBP
1102 | 5.4, Belanja Pegawai 419.601.000,00
1102 | 52 Belanja Barang dan Jasa 25 800.000,00
1.1.04 ;’Iﬁny«eﬁiaan Operasional Pemenntah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPED 169.023.000,00 | ADD, PBH
1104 | 52 Belanja Barang dan Jasa 169.023.000,00
1.1.05 Penyediaan Tunjangan BPD 121.339.200,00 | ADD, PP
1105 | 51 Belanja Pegawai 112.939.200,00
1.1.05 | 52 Belanja Barang dan Jasa 8.400.000.00
1.1.08 Penyediaan Operasional BPD (rapal, ATK, Makan Minum, Pakaian Seraga 19.000.000,00 | PEH
m, Listrik dil}
1.1.08 | 52 Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00
1.1.07 Penyediaan InsentiffOperasional RT/RW B44 887 200,00 | ADD, PEH, PEK
1107 | 52 Belanja Barang dan Jasa 544, 887.200,00
1.1.08 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa 11.200.000,00 | DDS
1.1.08 | 54 Belanja Tidak Terduga 11.200.000,00
1.2, Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 5.141.90C,00
1.2.02 Pemaliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 5.141.900,00 | PBH
1202 | 52 Belanja Barang dan Jasa 5.141.800,00
14, Panyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 88.038 600,00
dan Pelaporan
1.4.01 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes ( 3.209,000,00 | PBH
Reguler)
Printed by Siskeudes 1900672026 20.32:08 Halaman 1




KODE

ANGGARAN

REKENING URAIAN (Rp) SUMBERDANA
1 2 3 4 8§

1401 | 62 Belanja Barang dan Jasa 3.209.000,00

1.4.02 Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Mon R 10.500.000,00 | PBH
equiar)

1402 | 52 Belanja Barang dan Jasa 10.500.000,00

1.4.08 Pengembangan Siztem Informasi Desa 49.320600,00 | DDS

14.08 | 52 Belanja Barang dan Jasa 49 329.600,00

1.4.10 Dukungan Pelaksanaan & Sesialisasi Pilkades, Penyarningan dan Penjannga 25.000.000,00 | PBK
n Perangkat Daesa, dan Pemilih

1410 | 52 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00

2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 299.522.400,00

22 Sub Bidang Kesehatan 227.588.000,00

22M Penyelenggaraan Pos Kesehatan DesaPolindes Milik Desa (obat, Insentif, 73.500.000,00 | DDS, PBH
KE, dsb)

2201 | 52 Belanja Barang dan Jasa 73,500.000,00

2202 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif) 154.088.000,00 | DDS, PEH

2202 | 52 Belanja Barang dan Jasa 154, 0B8.000,00

23. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00

2.3.02 Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang 0,00 | DDS

2302 | 52 Belanja Barang dan Jasa 0,00

24. Sub Bidang Kawasan Pemukiman 71.944.400,00

24.01 Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Laya 30.000.000,00 | PEK
k Huni GAKIN

2401 | 53 Belanja Modal 30.000.000,00

2405 Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman {Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Pr 32.500.000,00 | DDS
asarana Jalan))

2405 | 52 Belanja Barang dan Jasa 32.500.000,00

2411 Pembangunan/RehabilitasiiPeningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **) 9.444.400,00 | PEK

2411 | 53 Belanja Maodal 9.444 400,00

2 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 196.024.000,00

32 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 5.000.000,00

3203 Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HLI 5.000.000,00 | =BH
T Rl, Raya Keagamaan dil}

3203 | 52 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00

33 Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 15.000.000,00

3308 Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa 15.000.000,00 | #8H

3306 | 52 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00

34, Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 176.024.000,00

3402 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 15.486.000,00 | PBEH, PEK

3402 | 52 Belanja Barang dan Jasa 15.485.000.00

3.4.03 Pembinaan PKK 160.538.000,00 | FBH, PBK

3403 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 160.538.000,00

4 BIDANG PEMBE MASYARAKAT 183.500.000,00
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KODE

ANGGARAN

REKENING URAIAN (Rp) SUMBERDANA
1 2 3 4 5
4.2, Sub Bidang Pertanian dan Paternakan 175.500.000,00
4,203 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lombung Desa dil) 175.500.000,00 | pDS
4203 | 53 Belanja Modal 175.500.000,00
45 Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) 8.000.000,00
4.5 Pelatihan Manajemen Koperasi/KUDUMEKM 8.000.000,00 | DDS
4501 | 53 Belanja Modal §.000.000,00
5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAM MENDESAK DE 62.100.000,00
5.3. Sub Bidang Keadaan Mendesak 62.100.000,00
5.3.00 Penanganan Keadaan Mendesak 62.100.000,00 | DDS
£.300 | 54, Belanja Tidak Terduga 62.100.000,00
JUMLAH BELANJA 2.299.187.300,00
SURPLUS | (DEFISIT) (155.261.600,00)
6. PEMBIAY AAN
.1, Penerimaan Pembiayasan 178,157, 200,00
B.2. Pengeluaran Pembiayaan 22,895.600,00
PEMBIAYAAN NETTO 155.261.600,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 0,00
,;‘HN:PEFWEUMH kulon, 19 June 2026
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PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAMN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA CANGHUANG KULON

Lampiran Paraturan Kepala Desa

Memor

Tahun

TAHUN ANGGARAN 2026
Janis APBEDes : DRAFT PERUBAHAMN
KODE REK URALAN el MERA o et SUMBERDAMNA
KELUARAN ANGGARAN (RP) | KELUARAN ANGGARAN (RP) SR RIANTANG)
1 2 3 4 5 6 7 B a
1. PENDAPATAN
4.2, Pendapatan Transfer 2.143.925.700,00 2.143.925.700,00 0,00
4:2.1. Dana Desa A73.456.000,00 IT3.456.000,00 0,00
1.2.1.01, Dana Desa 373.456.000,00 AT3.455.000,00 0,00
4.22 Bagi Hasil Pajak dan Retrbusi 277.000.200,00 277.000.900,00 0,00
1.22m Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/iota 277.000.500,00 277.000.900,00 0,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 1.228.316.400,00 1228 318.400,00 0,00
12300 Alpkasi Dana Desa 1.228.316.400,00 1.228.316 400,00 0,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi £8 200.000,00 58 200,000,00 0,00
1.2.4.01, Bartuan Keuangan dani APBD Provinsi £8 20:0.000,00 58 200.000,00 0,00
425 Bantuan Keusngan Kabupaten/Kota 206 952 400,00 206952 400,00 0,00
1.2.50. Bantuan Keuwangan dari APBD KabupatenKota 206552 400,00 206952 400,00 0,00
4.3, Pandapatan Lain-lain 0,00 0,00 0,00
436 Bumga Bank 0,00 0,00 0,00
1360 Bunga Bank 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 2,143,925.700,00 2.143.925.700,00 0,00
Z BELANJA
1 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 1. 800,00 1.536.901.300,00 (21,129.600,00)
11 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional 1 0.400,00 1.485,350.400,00 20,500,000,00
Pemerintahan Desa

1.1.01 Penyedizan Penghaslian Tetap dan Tunjangan Kepaia Desa 1 ob 54.000.000.00 1 ob B4.820.500,00 30.820.500,00 | ADD, PEH, FBI
1100 | 51 Belanja Pegawai 30.000.000,00 80.820.500.00 30.820.500,00
14.01 | 614, Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa J0.000. 000, 00 50.520.500,00 30.820.500,00
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KODE REK URAIAN s s RERTARERL SUMBERDANA
KELUARAN ANGGARAN (RP) KELUARAN ANGGARAM (RP) { BERKURANG )
1 2 3 4 5 ] T 8 ]

1101 | 511010 Perghasilan Tetap Kepala Desa 0,00 30.820.500,00 30.820.500,00

1.1.01 | 5.1.1.02 Tunjangan Kepala Desa 30.00:0.000,00 30.000.000,00 0,00

1101 | 52 Balanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 24, 000,000,100 0,00

1101 | 522 Belanja Jasa Honorarium 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00

1.1.01 | 52299 Belanja Jasa Honorarnium Lainnya 24.000.000,00 24.000.000,00 0.00

1.1.02 Penyedinan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 14 ob 445.401.000,00 14 ob 445.401.000,00 0,00 | ADD, PEH, FBI
1.1.02 | 51, Balama Pegawal 419.601.000,00 418.601.000,00 0,00

1402 | 5.1 Penghastan Tetap dan Tenjangan Perangkat Desa 418.601.000,00 419.601.000,00 0,00

1.1.02 | 81201, Penghasilan Tetap Perangkat Desa 383.451.000,00 383.451.000,00 0,00

1.1.02 | 51299, Penarimaan Lain-lain Perangkal Desa yang Sah 36.150.000,00 36.150.000,00 0,00

1102 | 52 Belanja Barang dan Jasa 25, B00.000,00 25,800 000,00 0,00

1.1.02 | 522 Belanja Jasa Honorarium 25.800.000,00 25.800.000,00 0,00

1.1.02 | 52.2.89 Belanja Jasa Honorarium Lainnya 25 800.000,00 25.800.000,00 0,00

1.1.04 Panyadisan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PP e 160.023.000,00 3 0b 162.842.500,00 (€.180.500,00) | ADD, PEH
1104 | 52 Belanja Barang dan Jasa 168.023.000,00 162842 500,00 {6.180.500,00)

1.1.04 | 521, Belanja Barang Perlengkapan 8.000.000,00 G.615.500,00 {1.380.500,00)

1.1.04 | 5.2.1.92 Belanja Barang Perdengkapan Lainnya B8.000.000,00 6.615.500,00 (1.380.500,00)

1.1.04 | 522 Belanja Jasa Honorarium 44.850.000,00 40.050.000,00 {4.800.000,00)

1.1.04 | 52299 Belanja Jasa Honorarum Lainnya 44 B50.000,00 40.050.000,00 (4.800.000,00)

1.1.04 | 525 Belang Operasional Perkantoran 116.173.000,00 116.173.000,00 0,00

1.1.04 | 5.2.607, Belanja Jasa Parpanjangan linPajak 0,00 0.00 0,00

1.1.04 | 52599 Belanja Operasional Perkantosan lainnya 116.173.000,00 116.173.000,00 0,00

1.1.08 Penyoediaan Tunjangan BPD 9 ob 121.339.200,00 9 ob 121.339.200,00 0,00 | ADD, PEP
1105 | 51 Baelania Pegawai 112.939.200.00 112.939 200,00 0,00

1.1.05 | 5.1.4 Tunjangan BFD 112.839.200,00 112.939.200,00 0,00

1.1.06 | 51407 Tunjangan Kedudukan BPD 112.538.200,00 112.938 200,00 0,00

1.1.06 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 8.400.000,00 B.400.000,00 0,00

1106 | 522 Balanja Jasa Honorarium B8.400.000.00 B.400.000,00 0,00

1.1.05 | 52208 Balanja Jasa Hongrarium Lainnya £ 400.000,00 B5.400.000,00 0,00
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SEMULA MENJADI BERTAMBAH!
KODE REK URAIAN SUMBERDANA
KELUARAN ANGGARAN (RP) |  KELUARAN AMGGARAN (RP) | (BERKURANG)

1 2 3 4 5 B 7 ] L]
1.1.06 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakalan Sera 18.000.000,00 19.000.000,00 0,00 | PBH
1.1.06 | 52 Belanja Barang dan Jasa 19.000,000,00 19.000.000,00 0.00
1106 | 525 Betanja Operasional Parkantoran 19.000.000,00 15.000.000,00 0,00
1.1.06 | 52589 Belanja Operasional Parkantoran lainnya 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00
1.1.07 Penyediaan InsentifOperasional RT/RW 164 ob 644,887.200,00 184 ob B40.747.200,00 (4.140,000,00) | ADD, PBH, PBI
1107 | 52 Balanja Barang dan Jasa B4, BAT 200,00 540,747, 200,00 (4. 140.000,00)

1.1.07 | 5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran G44.887.200,00 G40.747. 200,00 {4.140.000,00)
1.1.07 | 5:2.5.04. Belanja Jasa Langganan Telepon 13.800.000,00 9.660.000,00 (4. 140.000,00)
1.1.07 | 5.2.5.08. Belanja InsentitiOperasional RTIRW 628.603.200,00 628.603.200,00 0,00
1.1.07 | 52599 Bolana Operasional Perkantoran lainnya 2.484.000,00 2.484.000,00 0,00
1.1.08 Penyediaan Operasional Pemerintal Desa yang bersumber dari Dana D ils 11.200.000,00 1Ls 11.200.000,00 0,00 | DDE
1.1.08 | 54, Balanja Tidak Terduga 11.200.000,00 11.200,000,00 0,00
1.1.08 | 541 Belanja Tidak Terduga 11.250.000,00 11.200.000,00 0,00
1.1.08 | 5.4.1.01. Belanja Tidak Terduga 11.200.000,00 11.200.000,00 0,00
12 Pemyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 141 £.141.900,00 0,00
1.2.02 Pemellharaan GedungPrasarana Kantor Desa 1 tahun 5.141.900,00 1 tahun 5.141.900,00 .00 | PBH
1202 | 5.2 Balanja Barang dan Jasa 5.141.900,00 5.141,900,00 0,00
j2.02 | 5.28 Betanja Pemeliharaan E141.900,00 5.741.900,00 0,00
i2.02 | 5.26.02 Belanja Permeliharaan Kendaraan Barmotor 4.341.900.00 4.391.900,00 0,00
1.2.02 | 526.03. Belanja Pemaliharaan Paralatan T50,000,00 T50.000,00 0,00
14 Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 88,038.600,00 46.409.000,00 {41.620.600,00)
dan Palaporan
1.4.01 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan DesaPembahasan APBDe 3.209.000,00 2,209.000,00 0,00 | PEH
1401 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 3.209.000,00 3.209.000,00 0,00
1404 | 525 Bafanja Operasional Perkantoran 3.205.000,00 3.205.000,00 0,00
140 | 525498 Bakanja Operasionsl Perkantoran lainnya 3.209.000,00 3.209.000,00 0,00
1.4.02 Panyslenggarsan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Ne 1ls 10.500.000,00 1Ls 10.500.000,00 0,00 | PBH
1402 | 52 Belanja Barang dan Jasa 10.500.000,00 10.500.000.00 0,00
1402 | 525 Belanja Operasicnal Perkanioran 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00
1402 | 52589 Belanja Operasional Perkantoran lainnya 10.500.000,00 10.500,000,00 0,00
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SEMULA

MEMJADI

KODE REK URAIAN Ty SUMBERDANA
KELUARAN ANGGARAN (RP) | KELUARAN ANGGARAN (RP) | (BERKURANG)

1 2 3 4 1 5 T ] ]
1.4.08 Pengembangan Sistem lnformasi Desa ils 49, 329.600,00 Ls T.700.000,00 {41.625.600,00) | DDS
1.4.08 | 52 Belanja Barang dan Jasa 49.328.600,00 7.700.000,00 {41,629,600,00)

1408 | 521, Belanja Barang Parlengkapan 30.000.000,00 4.500.000,00 {25.500.000,00)

1408 | 52199 Belanja Basang Perdengkapan Lainnya 30.000.000,00 4.500.000,00 (25.500.000,00)

1.4.08 | 5.2.5 Balania Operasional Perkantaran 18.329.600,00 3.200,000,00 (16.129.600,00)

1408 | 52509 Belanja Operasional Perkantoran lainnya 15.329.600,00 3.200.000.00 (16,125,600, 00)

1.4.10 Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjar iLs 25.000.000,00 1Ls 25.000.000,00 0,00 | PEK

1490 | 52, Belanja Barang dan Jasa 25.000.000.00 25.000.000,00 0,00

1410 | 521 Balarja Barang Perlengkapan 3.655.000,00 3.655.000,00 0,00

1.4.10 | 5:2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 3.655.000,00 3.655.000,00 0,00

1490 | 522 Balanja Jasa Honosarium £.000.000,00 £.000.000,00 0,00

14.10 | 5.22.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 6.000.000.00 6.000.000.00 0,80

1410 | 524 Balanja Jasa Sewa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00

1.4.10 | 5.2.4.01 Belanja Jasa Sewa BangunaniGedung/Ruang 1.000.000.00 1.000.000,00 0,00

1.4.10 | 5.2.4.02. Belanja Jasa Sewa Peralatan/Padengkapan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00

1410 | 5.2.5 Belanja Operasional Peskantoran 12.845.000,00 12,845.000,00 0,00

1.4.10 | 652599 Belania Operasional Perkantoran lainnys 12.845.000,00 12.845.000,00 0,00

2 BIDAN NAN 289.532.400,00 406.713.850,00 107.181

2.2 Sub Bidang Kesehatan 227.588.000,00 201.785.000,00 (25.800.000,00)

2.2.01 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insen 1 tahun T3.500.000,00 1 tahun 22.500.000,00 (51.000.000,00) | DDS, PBH

2201 | 52 Belanja Barang dan Jasa 73.500.000,00 22.500.000,00 {51.000.000,00)

220 | 525 Belanja Operasional Perkanioran 32.500.000,00 22,500.000,00 (10.000.000,00)

2201 | 52588 Belanja Operasional Perkaniaran lalnnya 32.500.000,00 22.500.000,00 {10.000.000,00)

2201 | 5827 Balanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 41.000.000,00 0,00 {41.000.000,00)

2201 | 52.7.01. Belanjn Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 36.000.000,00 0,00 {36.000.000,00)

2201 | 52758, Balania Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 5 000.000,00 0,00 5.000.000,00)

2202 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumii, Lamsia, Insent 1 Paket 154.088.000,00 1 Paket 179.288.000,00 25.200.000,00 | DDS, PEH

2202 | 52 Belanja Barang dan Jasa 154.088.000,00 179.2688.000,00 25.200.000,00

2202 | 522 Belanja Jasa Henorarium 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00
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KELUARAN ANGGARAN (RP) | KELUARAN ANGGARAN (RP) (BERKURANG)
1 z a 4 5 6 7 B P

2202 | 522590 Belanja Jasa Honorarium Lainnya 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00
2202 | 525 Balan Operasional Perkantoran 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
2202 | 52509 Belanja Operasional Perkantoran lainnya 5.000.000,00 5.000.000,00 0.00
2302 | 527, Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 137.085.000,00 162.288.000,00 25.200.000,00
2202 | 52799 Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 137.088.000,00 162.288.000,00 25.200.000,00

23 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 140,052 450,00 140,052 450,00

2.3.02 Pameltharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang 0,00 140.052.450,00 140.052.450,00 | DDS
2302 | 52 Belanja Barang dan Jasa 0,00 140.052. 450,00 140,052 450,00

2302 | 526 Belanja Pemeliharaan 0,00 140.052.450,00 140.052.450,00

2302 | 52805 Batanja Pemeliharaan Jalan 0,00 140.052 480,00 140.052 450,00

24 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 71.844 400 00 64.873.400,00 {7.071.000,00)

2.4.01 Dukungan Pelaksanasn Program PembangunanPRehab Rumah Tidak Li 2 unit 30.000.000,00 unit 30.000.000,00 0,00 | PBK
2401 | 53, Belania Modal i 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00

24,01 | 534, Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman J0.000.000,00 30.000.000,00 o.00

2401 | 5.34.03 Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Maedal 30.000.000,00 30.000.000,20 0.00

2.4.05 Pemaliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Sefokan, Parit difu: 1 Pakel 32.500,000,00 1 Paket 25.425.000,00 {7.071.000,00) | DDS
2405 | 52 Belanja Barang dan Jasa 32.500.000,00 25.429.000,00 (7.071.000,00)

2405 | 522 Betanja Jasa Honorarium 10.000. 000,00 15.000.000,00 5.000.000,00

2405 | 52299 Belanja Jasa Honorarum Lainnya 10,000, 0, DD 15.000.000,00 5.000.000,00

24.05 | 5.2.7. Balanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 22.500.000,00 10.428.000.00 (12.071.000,00)

24,06 | 52.7.03 Belanja Bantuan Bangunan untuk Disarahkan kepada Masyarakat 22 500 000,00 10.429.000,00 {12.074.000,00)

2411 PembangunanRehabilitasiPeningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa * 1 unit 9.444.400,00 1 umit B.444.400,00 .00 | PBK
4.1 53, Balania Modal 9,444,400,00 G444 400,00 0.00

24.11 | 538 Balana Modal Jaringan/instalasi 9,444 400,00 8.444.400,00 0.00

2411 | 53803 Balanja Modal Jaringan/instalasi - Bahan BakuMaterial G444 400,00 G444 400,00 0,00

3 BIDANG IN K YARAKATAN 196.024.000.00 185.524.000,00 10.500.000

32 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 5.000.000,00 10.000.000,00 £.000.000.,00

3203 Penyelenggaran Festival Kesenian, AdatMebudayaan, dan Hegamaan | 1 paket 5.000.000,00 pakel 10.000.000,00 E.000.000,00 | PBH
3203 | 52 Balanja Barang dan Jasa 5.000.000.00 10.000.000,00 5.000.000,00
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3.2.03 | 521 Balanja Barang Perlangkapan 5.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00
3203 | 52189 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 5.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00

3.3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 15.000.000,00 5.000.000,00 (10.000,000,00)

3.3.06 Pembinaan Karang Taruna®ivh KepemudaanQlahraga Tingkat Desa 1 pakat 15.000.000,00 1 paket 5.000.000,00 (10.000.000,00) | PBH
3306 | 52 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 5.000.000.00 (10.000.000,00)

3306 | 525 Balanja Operasional Perkantoran 15.000.000,00 5.000.000,00 (10.000.000,00)

3308 | 52599 Belanja Operasional Perkantaran lainnya 15.000.000,00 5.000.000,00 {10.000.000,00)

34 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakal 176.024,000,00 170,524 000,00 {5500, 000,00

3.4.02 Pembinaan LKMDLPMLPMD 1 tahun 16.486.000,00 1 tahun 71.986.000,00 (3.500.000,00) | PEH, PEK
3402 | 52 Balania Barang dan Jasa 15.486.000,00 11.988.000,00 [3.500.000,00)

3402 | 622 Balanja Jasa Honorariem 9.486.000,00 9.486.000,00 o.00

3402 | 52240 Balanja Jasa Honorarium Lainnya ©.485.000.,00 9,486.000.00 0,00

3402 | 525 Belanja Operasicnal Perkanioran B.000.000,00 2.500.000,00 (3.500.000,00

34.02 | 52589 Balanja Opemsional Perkantoran lainnya 6.000.000,00 2.500.000,00 {3.500.000,00)

3.4.03 Pembinaan PKK 1 tahun 160.538.000,00 1 tahun 158.538,000,00 {2.000.000,00) | PEH, PEK
3402 | 52 Belanja Barang dan Jasa 160.538.000,00 158,538 000,00 (2 .000.000,00)

3403 | 522 Balanja Jasa Honorarium 130.538.000,00 130.538.000,00 a,00

3403 | 52288 Belanja Jasa Honorarium Lainnya 130.538.000,00 120.538.000.00 0,00

3403 | 525 Balanja Opdrasional Perkantoran 30.000.000,00 28.000.000,00 {2.000.000,00)

3403 | 52589 Belanja Operasional Parkantoran lainmya 30.000.000,00 26.000.000,00 (2.000.000,00)

4 Bl YARAKAT 183.500.000,00 80.843.750,00 {92.656.250,00)

42 Sub Bidang Pertanian dan Petarnakan 175.500.000,00 90,843.750,00 {B4.658.250,00)

4.2.03 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dli) 1 Paket 175.500.000,00 1 Paket 90.843.750,00 (84.656.250,00) | DDS
4203 | 53 Belanja Modal 175.500.000,00 80,843 750,00 (B4 556 250,00)

4203 | 538, Belanja Modal Lainnya 175.500.000,00 90.843.750,00 {84.656.250,00)

4203 | 53.8.98, Belanja Modal Lainnya 175.500.000,00 20.843.750.00 {54 656 250,00)

4.5 Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMEKM) £,000.000,00 0,00 (8.000.000,00)

4.5.01 Pelatihan Manajemen KoperasiHLUDUMKM 5.000.000,00 0,00 (8.000.000.00) | DDS
4501 | 53 Bolanja Modal 8.000.000,00 0,00 (80060000, 00)
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KODE REK URAIAN e s EERTAMENLY SUMBERDANA
KELUARAN ANGGARAN (RP) KELUARAN ANGGARAN (RP) { BERKURANG )
1 2 3 4 5 & 7 8 8

4501 | 538 Belanja Modal Lainnya B.OO0.000,00 0,00 (8.000.000,00)
4501 | 539599 Belanja Modal Lainnya B.00:0.000,00 0,00 (8.000.000.00)
5 62.100.000,00 62.100.000,00 0.00
53 Sub Bidang Keadaan Mendesak £2,100,000,00 B2.100.000,00 0,00

5.3.00 Penanganen Keadaan Mendesak 1l 62.700.000,00 1k 62.100.000,00 0,00 | DDS
5300 | 5.4, Betanja Tidak Terduga 62.100.000,00 62.100.000,00 0,00
53.00 | 54.1. Belanja Tidak Terduga 62,100.000,00 G2.100.000,00 0.00
53.00 | 5.4.1.01 Belanja Tidak Terduga 62.100.000.00 62.100.000,00 0,00
JUMLAH BELANJA 2.299.187.200,00 2.282.082.900,00 {17.104.400,00)
SURPLUS | (DEFISIT) (155.261.600,00) {138.157.200,00) 17.104.400,00

3 PEMBIAYAMN
6.1, Penerimaan Pembiayaan 178.157.200,00 17TB.167.200,00 0,00
6.1.1 SILFA Tahun Sebelumnya 178.157.200,00 178157 200,00 0,00
3140 SILPA Tahun Sebelumnys 178157, 200,00 178.157.200,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan 22.865.600,00 40.000.000,00 17.104.400,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 22.895.600,00 40.000.000,00 17.104.400,00
32201 Penyertaan Modal Desa 22.895.600.00 40.000.000,00 17104 400,00
PEMBIAYAAN NETTO 155.261.600,00 138.157.200,00 17.104.400,00
SISA LEBIH [ [KURANG) PFEMEIAYAAN ANGGARAN 0,00 0,00 0,00
— —— |
, 19 June 2026
190612026 14:36:31 Halaman 7




	RKPDES0000072A.pdf (p.1)
	RKPDES0000073A.pdf (p.2)
	RKPDES0000074A.pdf (p.3)
	RKPDES0000075A.pdf (p.4)
	RKPDES0000076A.pdf (p.5)
	RKPDES0000077A.pdf (p.6)
	RKPDES0000078A.pdf (p.7)
	RKPDES0000079A.pdf (p.8)
	RKPDES0000080A.pdf (p.9)
	RKPDES0000081A.pdf (p.10)
	RKPDES0000082A.pdf (p.11)
	RKPDES0000083A.pdf (p.12)
	RKPDES0000084A.pdf (p.13)
	RKPDES0000085A.pdf (p.14)
	RKPDES0000086A.pdf (p.15)
	RKPDES0000087A.pdf (p.16)
	RKPDES0000088A.pdf (p.17)
	RKPDES0000089A.pdf (p.18)
	RKPDES0000090A.pdf (p.19)
	RKPDES0000091A.pdf (p.20)
	RKPDES0000092A.pdf (p.21)
	RKPDES0000093A.pdf (p.22)
	RKPDES0000094A.pdf (p.23)
	RKPDES0000095A.pdf (p.24)
	RKPDES0000096A.pdf (p.25)
	RKPDES0000097A.pdf (p.26)
	RKPDES0000098A.pdf (p.27)
	RKPDES0000099A.pdf (p.28)
	RKPDES0000100A.pdf (p.29)
	RKPDES0000101A.pdf (p.30)
	RKPDES0000102A.pdf (p.31)
	RKPDES0000103A.pdf (p.32)
	RKPDES0000104A.pdf (p.33)

